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Abstract 
The issue of vagrants and beggars is often used by officials or political figures to gain public 
attention through news in the mass media. As happened in the news about Tri Rismaharini 
after being appointed as the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia. This 
research uses the Textual Network Analysis (TNA) method on mass media coverage, then 
relates it to branding politics. Data collection was carried out using web scraping, by taking 
samples of news coverage on online news portals in the period December 2020 to January 
2021. The results show that there are five main clusters in the discourse on vagrants and 
beggars. "Risma" and "Social" are the nodes with the highest level of centrality in the 
discourse, which shows high interconnectedness with other nodes. The branding politics 
carried out can be seen from the use of symbols that become differentiators and the 
authenticity raised from the central character, by showing her closeness and concern for 
the fate of vagrants and beggars in the capital city.  
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Abstrak 

Isu gelandangan dan pengemis kerap digunakan pejabat atau tokoh politik untuk 
mendapatkan perhatian publik melalui pemberitaan di media massa. Seperti yang terjadi 
pada pemberitaan mengenai Tri Rismaharini setelah diangkat menjadi Menteri Sosial RI. 
Untuk melihat hal tersebut, penelitian ini menggunakan metode Textual Network Analysis 
(TNA) pada pemberitaan media massa, kemudian mengaitkannya dengan politik 
pencitraan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik web scraping, 
dengan mengambil sampel pemberitaan mengenai gepeng di portal berita online pada 
periode Desember 2020 hingga Januari 2021. Hasil penelitian menunjukkan ada lima 
klaster utama dalam wacana tentang gelandangan dan pengemis  . “Risma” dan “Sosial” 
menjadi node dengan tingkat sentralitas tertinggi dalam wacana yang menunjukkan 
tingginya keterkaitan dengan node lainnya. Politik pencitraan terlihat dari aspek simbolis 
yang menjadi pembeda dan otentisitas yang dimunculkan, yaitu dengan memperlihatkan 
kedekatan dan kepeduliannya terhadap nasib gelandangan dan pengemis di ibukota. 
 
Kata kunci: analisis jaringan teks, gelandangan, pengemis, politik pencitraan. 
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 PENDAHULUAN 
 

Tanggal 28 Desember 2020, mantan Walikota Surabaya Tri Rismaharini resmi diangkat oleh 
Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Sosial RI periode 2020-2024 menggantikan menteri 
sebelumnya yang tersangkut kasus korupsi Bantuan Sosial Sembako untuk penanganan Pandemi 
COVID-19. Tidak perlu lama bagi Risma untuk mencuri perhatian publik dan media massa, 
misalnya saja seperti yang ditulis JPNN.com pada 28 Desember 2020 dengan judul “Mensos Risma 
Blusukan ke Bantaran Kali Temui Pemulung dan Gelandangan”. Senada juga dengan yang 
diberitakan oleh Kompas.com pada 29 Desember 2020 yang mengangkat kiprah Tri Rismaharini 
dengan judul “Hari Pertama Risma sebagai Mensos, Blusukan dan Ngobrol dengan Pemulung...”. 
Terdapat begitu banyak pemberitaan mengenai Tri Rismaharini selepas diangkat menjadi Menteri 
Sosial RI, baik di media massa maupun di media sosial. Data dari Google Trends menunjukkan tren 
pemberitaan mengenai Tri Rismaharini yang meningkat tajam pada periode akhir Desember 2020. 

 

 
Gambar 1. Tren Pemberitaan Tri Rismaharini – Menteri Sosial RI Year on Year (November 2020 – 

November 2021) (Sumber: Google Trends) 
 
Pemberitaan mengenai Risma di awal masa jabatannya sebagai Menteri Sosial RI memang 

didominasi oleh isu penanganan gelandangan dan pengemis, khususnya di wilayah DKI Jakarta. 
Kementerian Sosial RI sendiri secara kelembagaan memiliki Direktorat Khusus yang menangani 
permasalahan gelandangan dan pengemis, yaitu Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan 
Korban Perdagangan Orang (Dit TS-KPO). Selain itu, Kementerian Sosial RI juga sudah pernah 
melakukan berbagai studi terkait penanganan gelandangan dan pengemis, seperti penelitian 
mengenai rehabilitasi sosial melalui pendekatan kelembagaan bagi gelandangan dan pengemis 
(Wismayanti et al. 2021).  

Berdasarkan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tahun 2019 pada 
Kementerian Sosial RI, jumlah tuna sosial korban perdagangan orang dan gelandangan pengemis 
adalah 1,04 juta jiwa. Sementara itu dikutip dari data Dinas Sosial DKI Jakarta melalui laman 
internet dinsos.dki.jakarta.go.id, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di DKI Jakarta 
berjumlah 4.622 orang. Data tersebut terdiri dari gelandangan berjumlah 1.044 orang, orang 
terlantar berjumlah 647 orang, sementara sisanya 1.602 orang lainnya sebagai kategori “PMKS 
lain-lain”. 

Gelandangan dapat didefinisikan sebagai orang yang sehari-harinya hidup tanpa 
mempunyai tempat tinggal, pekerjaan, dan arah tujuan kegiatan yang tentu dan tetap (Beier and 
Ocobock 2008; Twikromo 1999). Sebagai gelandangan yang memiliki keterbatasan ruang lingkup 
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untuk mencukupi kebutuhan dasar, strategi bertahan hidup mereka adalah dengan menjadi 
pengemis, pemulung, pengamen, atau pedagang asongan (Murni 2016; Twikromo 1999; 
Wismayanti et al. 2021). Upaya bertahan hidup mereka memiliki risiko yang berat, karena beban 
ekonomi diri sendiri dan/atau keluarga, tekanan sosial dari masyarakat, serta penindakan dari 
aparat pemerintah (Lastiwi and Badruesham 2018; Rohim 2020). 

Sementara itu istilah pengemis didefinisikan sebagai orang yang membutuhkan pemenuhan 
kebutuhan dasar seperti uang, makanan, atau tempat tinggal, dari orang lain dengan cara 
meminta-minta (Beier and Ocobock 2008; Irawan 2013). Dalam upaya meminta-minta, mereka 
menggunakan berbagai strategi seperti memakai pakaian lusuh, membawa anak kecil, 
menggunakan wadah kecil untuk memperlihatkan dan menempatkan uang receh yang mereka 
dapatkan (Irawan 2013). Kegiatan mengemis dijadikan sebagai mata pencaharian atas berbagai 
macam alasan, antara lain alasan faktor ekonomi, faktor sosial budaya, dan faktor psikologis 
(Kuntari and Hikmawati 2017). 

Masalah gelandangan dan pengemis atau gepeng, telah diatur secara legal di Indonesia. 
Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang 
Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, gelandangan adalah “orang-orang yang hidup 
dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, 
serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup 
mengembara di tempat umum”. Sementara itu pengemis adalah “orang-orang yang mendapatkan 
penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk 
mengharapkan belas kasihan dari orang lain”. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa 
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ditujukan kepada: perseorangan, keluarga, kelompok, 
masyarakat. Dalam konteks ini gepeng (gelandangan dan pengemis) dikategorikan sebagai 
kelompok masyarakat yang mengalami disfungsi sosial atau Penyandang Masalah Kesejahteraan 
Sosial (PMKS).  

Masalah gepeng juga diatur melalui Perda DKI Nomor 8 Tahun 2007, pada pasal 40 
menyebutkan bahwa setiap orang atau badan dilarang: 1) menjadi pengemis, pengamen, 
pedagang asongan, dan pengelap mobil; 2) menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, 
pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil; 3) membeli kepada pedagang asongan atau 
memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil. 
Pemerintah pusat dan daerah sudah memiliki berbagai program pelayanan dan rehabilitasi bagi 
gelandangan dan pengemis, akan tetapi permasalahan terkait isu ini tidak pernah surut. 

Dari berbagai pengertian dan penelitian tersebut, masalah gelandangan dan pengemis erat 
kaitannya dengan masalah kemiskinan. Dalam konteks politik Indonesia, isu kemiskinan menjadi 
salah satu isu yang paling populer dimainkan dalam politik pencitraan (Luhukay 2007; Sahab 2017; 
Bakti and Amin 2019; Sukmawati, Jufri, and Usman 2023). Selama satu dekade terakhir, tercatat 
banyak tokoh politik yang menonjolkan komunikasi politik melalui blusukan atau turun langsung 
ke masyarakat terutama pada daerah yang dianggap sebagai kantong-kantong kemiskinan (Panuju 
2017; Zulkarnain and Harris 2017). Pada studi ini kami khusus menyoroti bagaimana komunikasi 
politik yang mengangkat isu gelandangan dan pengemis sebagai salah satu aspek dari kemiskinan 
di Indonesia. Persoalan ini menjadi isu actual pada pertempuran wacana di media massa, 
khususnya di ranah digital. 

Politik pencitraan atau branding politics atau merupakan sebuah konsep yang digunakan 
oleh Serazio (2017) untuk menunjukkan suatu cara yang dilakukan oleh tokoh politik untuk 
mendekatkan dirinya kepada pasar atau dalam konteks ini adalah masyarakat umum yang akan 
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menjadi pemilih nanti. Branding merupakan sebuah cara yang sangat mengedepankan sisi 
emosional ketimbang rasional, hal inilah yang banyak dimanfaatkan oleh pemilik produk ketika 
menawarkan barang produksi ke konsumen (Thompson, Rindfleisch, and Arsel 2006). Selanjutnya 
Arvidsson (2005) menyebut branding sebagai sebuah proses dua arah yang melibatkan konsumen 
secara aktif untuk memberikan nilai dan pemaknaan.  

Dalam branding politics, Serazio (2017) mengemukakan beberapa temuan dari 
penelitiannya, yaitu adanya penggunaan symbolic differentiation dan use-value marginalization. 
Symbolic differentiation merupakan sebuah citra pembeda yang harus dimiliki oleh para politisi 
agar mendapatkan perhatian dan segmentasi yang jelas dari masyarakat. Mereka harus punya sisi 
unik, dan sisi ini yang akan terus dieksplorasi untuk mendapatkan tempat di pasar potensialnya, 
misalnya seorang tokoh politik yang ingin dicap pro terhadap kebijakan pengentasan kemiskinan, 
hak buruh, hak perempuan dan lainnya.  

Lalu, ada juga authenticity proxies dan disinterested brand pose, yang menyajikan otentisitas 
dari seorang tokoh politik, yaitu hal yang tidak dimiliki oleh tokoh politik lain, bahkan oleh tokoh 
yang paling popular sekalipun. Namun, segala otentisitas yang coba dihadirkan merupakan 
bentukan atau ciptaan dari beberapa pihak belakang panggung yang telah mengatur segalanya 
bagi mereka. Di sini peran media massa dan media sosial (Anggara, Al Hamdi, and Suswanta 2024; 
Samad 2024) menjadi sangat signifikan dan sentral dalam membentuk citra seorang pejabat atau 
tokoh politik. 

Media massa memiliki kemampuan untuk mengonstruksi realitas sosial, Konstruksi realitas 
yang dilakukan oleh media tidak hanya melibatkan pemilihan isu atau peristiwa tertentu, tetapi 
juga bagaimana isu tersebut diinterpretasikan (Aristi, Janitra, and Prihandini 2021), begitu juga 
yang terjadi dalam isu gelandangan dan pengemis. Hal ini diperkuat oleh kehadiran media massa 
di platform digital yang memberikan banyak ruang bagi perkembangan wacana politik, karena 
sifatnya yang lebih cepat dalam menyebarkan pemberitaan.  

Berbagai kajian pernah dilakukan untuk menganalisis wacana politik yang hadir di media 
digital. Tri Rismaharini atau yang dikenal publik dengan Risma memang kerap menjadi sorotan 
dalam pemberitaan media massa ataupun sosial media. Tidak hanya pada isu gepeng saja Risma 
menjadi perbincangan. Saat menjadi Walikota Surabaya beberapa kali Risma menjadi sorotan 
seperti pada saat terjadi pandemi COVID-19 di Surabaya, di mana terjadi konflik dalam cara 
penanganan dengan Gubernur Jawa Timur saat itu, yang dianalisis menggunakan konsep framing 
media (Khoirulla et al. 2021).  

Penelitian yang dilakukan Nagara (2021) menganalisis peran kapital dengan perspektif 
Bourdieu dalam wacana pemberitaan mengenai Risma di Twitter, sehingga terlihat mapping dan 
peran-peran aktor yang berkaitan dalam wacana tersebut. Sebagai seorang pejabat pemerintah 
sekaligus tokoh politik, Risma memang dinilai memiliki ciri khas atau citra tersendiri dalam politik. 
Citra yang positif coba ditampilkan Risma dalam pemberitaan mengenai penanganan gepeng di 
Jakarta setelah diangkat menjadi Menteri sosial RI, dengan menggunakan strategi inklusi dan 
eksklusi (Prasetiyo 2022). Wacana gelandangan dan pengemis pasca pengangkatan Tri Rismaharini 
menjadi Menteri Sosial RI ini menarik untuk ditelaah lebih dalam, agar dapat melihat pola dan 
makna keterkaitan antar narasi dan aktor di dalamnya. 

Dari beberapa kajian yang sudah dilakukan tersebut, penelitian ini mencoba memberikan 
kontribusi terhadap cara untuk menganalisis branding politics yang dilakukan oleh pejabat publik 
atau tokoh politik dalam hal ini Tri Rismaharini dengan menggunakan metode dan analisis teks 
berbasis digital. Untuk melihat itu kami menggunakan sebuah pendekatan digital melalui metode 
Analisis Jaringan Teks, yang dirancang sebagai penelaah klaster-klaster dalam wacana 
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pemberitaan media massa. Melalui metode ini penulis ingin menawarkan salah satu alternatif 
dalam memahami pola komunikasi publik tokoh politik. Branding politics dapat dibaca melalui 
klasterisasi dan tingkat sentralitas kata yang didapat melalui pemberitaan di media massa. 
Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menjawab pertanyaan: (1) Bagaimana pola klasterisasi 
dan tingkat sentralitas kata wacana gelandangan dan pengemis yang terbentuk pasca 
pengangkatan Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial RI? (2) Bagaimana branding politics yang 
dilakukan oleh Tri Rismaharini dalam wacana gelandangan dan pengemis? 

 
METODE  
 

Untuk menelaah wacana gelandangan dan pengemis tersebut, studi ini menggunakan 
sebuah metode penelitian berbasis digital yang dikenal dengan Textual Network Analysis (TNA) 
atau Analisis Jaringan Teks. Metode ini merupakan sebuah prosedur analisis jaringan yang 
mengubah teks menjadi peta visual kata-kata (Dawson 2020; Segev 2020a, 2020b). Berbeda 
dengan Social Network Analysis (SNA) yang berfokus pada pemetaan aktor (Yusriyah et al. 2020; 
Bahri and Widhyharto 2021), metode ini berupa analisis konten yang berfokus pada jaringan kata-
kata yang muncul bersama dalam teks. TNA didasarkan pada prinsip bahwa kombinasi kata-kata 
yang muncul bersama-sama memiliki arti dan makna yang unik. Aktor (nodes) dalam jaringan yang 
dijelaskan dalam tulisan ini adalah kata-kata yang sering muncul dalam teks. Metode ini 
memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi (a) kata-kata paling sentral dalam teks, dan (b) 
kelompok kata, yang mewakili kombinasi unik dari makna, topik, tema, dan bingkai (Segev 2020b). 

Posisi TNA terletak di antara analisis konten dan analisis jaringan. Analisis jaringan lebih 
berfokus pada interaksi (ties, links, connections, atau edges) antara nodes (aktor atau simpul) dan 
struktur yang menyertainya. Analisis jaringan berusaha mengidentifikasi, mengukur, dan 
memahami dampak kekuatan ikatan antar nodes, posisi nodes dalam jaringan, dan pola klaster 
yang terhubung (Borgatti et al. 2009; Carley 1993, 1994; Granovetter 1973). Sentralitas suatu 
nodes dapat diukur dengan jumlah koneksi yang dimilikinya dengan nodes lain (degree centrality), 
jaraknya dari nodes lain (closeness), atau kemampuannya untuk menengahi antara node lain 
(betweenness). Pengukuran sentralitas yang berbeda mencerminkan aspek pengaruh sosial yang 
berbeda. 

Selain nodes, TNA juga mengidentifikasi cluster atau kelompok kata yang sering didefinisikan 
sebagai sub-jaringan. Mengidentifikasi cluster membantu peneliti untuk memahami keterpaduan 
dalam jaringan, yang dapat mencerminkan modal sosial dan kepercayaan, polarisasi, 
homogenitas, keterbukaan untuk ide-ide baru, dan lebih umum lagi kemampuan jaringan untuk 
berfungsi sebagai satu kesatuan. Pada dasarnya TNA menjembatani metode kualitatif dan 
kuantitatif. Sifatnya lebih efektif (lebih cepat) dan lebih efisien (lebih murah) daripada pengkodean 
manual (Delfirman et al. 2022), serta lebih sederhana daripada pemrosesan bahasa alami, karena 
dapat diterapkan ke bahasa apa pun, tanpa perlu melatih algoritma dengan struktur tata bahasa. 

Penggunaan TNA dalam analisis wacana adalah untuk mengidentifikasi isu terkini yang 
sedang terjadi sekaligus memetakan topik yang sedang diperbincangkan di media digital  (Segev 
2020b).  Selain itu, TNA dapat digunakan untuk mendeteksi isu politik dan ekonomi yang beredar 
pada  konten yang ada di media digital seperti artikel berita (Segev 2020a). Politik pencitraan 
sering menggunakan teknologi komunikasi melalui media digital (Serazio 2017; Suseno and Utami 
2022), sehingga melalui TNA dapat menjadi salah satu metode yang memungkinkan untuk 
menyaring informasi penting, mengidentifikasi pengaruh dan koneksi, menganalisis sebaran 
pesan dan isu, serta memahami sentimen dan opini. Di media sosial banyak terdapat data teks 
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tersedia untuk dianalisis sehingga memungkinkan untuk menggali wacana dan interaksi yang 
terjadi di ranah digital ini. 

 

 
 

Gambar 2. Alur Penelitian (Sumber: Segev 2020b) 
 

Penelitian ini mengambil sampel pemberitaan mengenai gelandangan dan pengemis 
(gepeng) dalam satu bulan pada periode 28 Desember 2020 hingga 27 Januari 2021 di tiga portal 
media daring. Kami memilih portal media daring dengan jumlah pengunjung/visitor terbesar di 
Indonesia menurut data similarweb.com per Juni 2021, yaitu Kompas.com, Detik.com dan 
Tribunnews.com. Pemilihan ketiga portal media ini juga didasarkan pada jumlah terbanyak pada 
pemberitaan mengenai isu gelandangan dan pengemis pada periode tersebut. Penulis tidak 
mencoba menganalisis kecenderungan dan kepentingan politik pada ketiga media tersebut, 
sehingga nuansa kekhasan tiap media tidak termasuk dalam analisis. 

Rentang waktu ini dipilih berdasarkan tren tertinggi isu tersebut menurut Google Trend 
(lihat gambar 1). Pengumpulan data menggunakan teknik web scraping. Teknik web scraping 
adalah proses pengumpulan data secara otomatis dari laman internet untuk diekstraksi ke dalam 
basis data yang telah dibuat (Singrodia, Mitra, and Paul 2019). Tujuan web scraping ini adalah 
untuk mengkonversikan data yang tidak terstruktur yang dikumpulkan dari berbagai laman 
internet menjadi data atau informasi yang lebih terorganisir (Priyanto and Ma’arif 2018; 
Singrodia, Mitra, and Paul 2019).  
 
Data Collecting 

Setelah menentukan keywords (gelandangan dan pengemis) serta sampel media dan 
rentang waktunya, maka proses pengumpulan data melalui metode web scraping bisa dilakukan. 
Web scraping dalam penelitian ini menggunakan perangkat lunak Octoparse versi 8.0. Perangkat 
ini memungkinkan proses web scraping berjalan secara otomatis atau tanpa proses koding yang 
memerlukan pemahaman lebih lanjut di bidang Teknologi Informasi. Peneliti cukup menyalin 
tautan hasil pencarian berita ke kolom pencarian Octoparse, lalu perangkat ini akan mendeteksi 
data secara otomatis. Selanjutnya adalah menentukan bagian data mana saja yang akan ditarik 
dan mana yang tidak, misal yang akan ditarik adalah data berupa judul artikel, tanggal, isi  berita, 
nama situs internet dan lainnya. Setelah itu, menentukan looping data jika hasil pencarian berupa 
paginasi atau lebih dari satu halaman. Hasil web scraping terhadap tiga portal media daring, 
didapatkan data sebanyak 55 judul artikel dari tiga portal media daring yang terdiri 1.790 kata.  

Start Data Collecting - Web 
Scrapping 

Data Processing - Visualisasi 
Jaringan Kata 

Data Cleaning - Tala Words 

Betweennes Centrality 

Data Analysis - Analisis 
Jaringan Kata 

Scrapping pemberitaan di aggregator 
portal media menggunakan Octoparse 

Filter kata-kata yang tidak akan diolah 
menggunakan Wordij 

Visualisasi data menggunakan Gephi 
untuk membentuk jaringan kata 

Menghitung skala sentralitas data 
menggunakan Excel 
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Data Cleaning 
Sebanyak 55 artikel yang sudah dikumpulkan kemudian melalui proses data cleaning 

untuk mengidentifikasi kata-kata apa saja yang tidak termasuk dalam analisis jaringan kata 
nantinya. Untuk melakukan data cleaning ini juga dapat dibantu oleh perangkat lunak bernama 
Wordij. Kata-kata ini biasanya berupa kata sambung kalimat atau pun partikel kata yang tidak 
memiliki arti unik, sehingga keberadaanya akan mengganggu analisis, seperti kata “yang”, “dan”, 
“kemudian”, dan lainnya. Kata-kata ini juga dikenal dengan istilah Tala Words, yakni kumpulan 
kata-kata dalam bahasa indonesia yang tidak dibutuhkan atau tidak penting (Amalia et al. 2018). 
 
Data Processing 

Setelah data sudah bersih dan siap diolah, maka tahap selanjutnya adalah melakukan 
visualisasi data. Tahap ini dilakukan untuk mendapatkan jaringan kata yang terbentuk dari wacana 
berita yang sudah ditarik dan dibersihkan sebelumnya. Proses data processing ini menggunakan 
perangkat lunak lainnya, yaitu Gephi versi 0.9.1. Perangkat ini memungkinkan peneliti untuk 
menentukan layout network yang akan menjadi visual utama jaringan kata nantinya. Tahap 
selanjutnya adalah sparsifikasi data, yaitu proses untuk mereduksi data secara mendasar untuk 
memudahkan dalam visualisasi, eksplorasi, serta penafsiran data (Goodall 2011; Mathioudakis et 
al. 2011). Peneliti kemudian dapat menyesuaikan skala atau Degree Range, untuk membuat filter 
syarat atau kriteria kata yang akan dianalisis berikutnya.   
 
Data Analysis 

Tahap terakhir yaitu melakukan analisis data. Pada setiap jaringan kata terdapat nilai-nilai 
yang menentukan jarak atau kedekatan antar satu kata dengan yang lainnya, yang dituliskan 
dengan angka 0 – 1, di mana 0 adalah yang terendah atau memiliki keterikatan terkecil dan 1 
adalah yang tertinggi atau memiliki keterikatan antar kata tertinggi. Peneliti akan melakukan 
analisis data berdasarkan angka-angka ini, dengan beragam cara yang akan dijelaskan di bagian 
berikutnya. 

Secara garis besar terdapat empat cara untuk mengukur centrality dalam network 
analysis. Keempat cara ini antara lain dengan menghitung degree centrality, betweeness 
centrality, closeness centrality, dan eigenvector centrality. Pengukuran ini dapat digunakan dalam 
metode Textual Network Analysis (TNA) seperti pada tulisan ini dan juga Social Network Analysis 
(SNA). Penelitian ini secara khusus menggunakan betweeness centrality dan closeness centrality. 

Betweenness centrality adalah jumlah jalur terpendek antar nodes/kata. Pengukuran 
betweenness centrality digunakan untuk menentukan dan mengukur centrality dalam suatu 
jaringan sosial yang diteliti, dengan cara menemukan node/kata yang mempengaruhi alir 
keterhubungan di dalam sebuah wacana (Arfina and Khotimah 2018; Nasution 2018). Pengukuran 
ini menjadi indikator potensial dari sebuah node/kata, kemudian menjadi gatekeeper yang 
mengendalikan arus informasi dalam suatu jejaring tertentu. Betweenness centrality pada tiap-
tiap node dalam jaringan tertentu dapat dihitung dengan rumus berikut ini.   

 

 
σst = jumlah jalur terpendek dari s ke t  
σst(vi) = jumlah jalur terpendek dari s ke t yang melewati simpul v. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Wacana gelandangan dan pengemis ini terdapat lima klaster utama yang terbentuk oleh 
jaringan nodes. Klaster pertama yang berada di tengah jaringan adalah nodes yang paling banyak 
berhubungan dengan klaster lainnya, yaitu klaster yang berisi nodes “risma” dan “tunawisma”. 
Lalu ada klaster kedua yang sangat dekat dengan klaster pertama, yaitu klaster yang berisi nodes 
“sosial”, “balai”, “kemensos”. Klaster ketiga yang ditandai dengan nodes “pemulung”, “blusukan”, 
“kastubi”, “foto”. Klaster keempat ditandai dengan nodes “jakarta”, “gubernur”, “anies”. Kemudian 
klaster kelima yang ditandai dengan nodes “jalan”, “sudirmanthamrin”, “minangkabau”. Kelima 
klaster ini menggambarkan lima wacana utama yang ada dalam pemberitaan mengenai 
gelandangan dan pengemis pasca pengangkatan Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial RI. 

 
Gambar 3. Betweennesse Centrality Wacana Gelandangan dan Pengemis (Degree Range 9 – 200) 

(Sumber: hasil olah data) 
 
Node utama dalam wacana gelandangan dan pengemis ini adalah Menteri Sosial RI yaitu Tri 

Rismaharini atau biasa disebut dan ditandai dengan node “risma”, selain itu ada nodes lain yang 
merujuk pada aktor yang diangkat, yaitu seorang “pemulung” yang ditemui di jalan bernama 
“kastubi” yang belakangan disebut juga sebagai “nursaman”. Klaster mengenai aktor lain dalam 
wacana ini merupakan akibat dari kegiatan yang ditandai dengan node “blusukan”, yang dilakukan 
dengan mendatangi secara langsung gepeng yang ditemui di jalan, hal ini ternyata mendapatkan 
banyak respon dari media massa yang mengangkat ceritanya. Selain itu, wacana ini juga 
mengungkap klaster yang merupakan lokasi, setidaknya ada tiga klaster yang terbentuk 
berdasarkan narasi lokasi. Klaster pertama adalah “jakarta” sebagai lokasi utama dari wacana, 
node mengenai “jakarta” berhubungan erat dengan nodes “jalan”, “sudirman thamrin”, “pusat”. 

Dalam klaster “jakarta” ini terdapat nodes “gubernur” “anies” yang dalam wacana banyak 
mempertanyakan kegiatan yang dilakukan oleh Menteri Sosial RI. Klaster ini bisa dikatakan sebagai 
klaster berupa wacana tandingan yang dimunculkan sebagai reaksi terhadap kegiatan blusukan 
Risma sebagai menteri Sosial RI, seperti yang diberitakan Tribunnews.com pada 7 Januari 2021, 
“Blusukan Risma membuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bereaksi karena sejumlah 
gelandangan itu ditemui di pusat kota... Anies sampai meminta Dinas Sosial DKI Jakarta untuk 
mengecek identitas tunawisma yang ditemui Risma di kawasan Sudirman-Thamrin”. 
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Lalu, yang terakhir ada klaster yang terbentuk dari nodes “balai”, “rehabilitasi”, “sosial”, 
‘kemensos”, “bekasi”, dalam hal ini yaitu Balai Rehabilitasi Sosial Pangudi Luhur milik Kementerian 
Sosial RI. Balai ini merupakan unit kerja yang khusus menangani para gelandangan dan pengemis 
(gepeng) yang ada di sekitar Jabodetabek. Keberadaan nodes yang membentuk klaster mengenai 
balai rehabilitasi sosial ini merupakan wacana solusi yang coba diberikan dan diangkat oleh 
Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini, seperti yang diberitakan oleh Detik.com pada 7 Januari 2021, 
“Kedua tunawisma yang ditemui Risma di pinggir Jalan Thamrin itu dibawa ke Balai Rehabilitasi 
Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis Pangudi Luhur, Bekasi. Mereka bersedia untuk dibimbing 
oleh Kemensos”. 

Betweenness Centrality 
Analisis berikutnya adalah menggunakan betweenness centrality, analisis ini dilakukan 

dengan cara menghitung nodes yang memiliki nilai betweenness centrality dari yang paling tinggi 
hingga ke rendah. Dari hasil perhitungan ditemukan bahwa node “risma” memiliki nilai 
betweenness centrality tertinggi, yaitu 0,0711. Artinya node “risma” merupakan nodes yang paling 
sentral, karena berada di antara nodes atau klaster lainnya dalam wacana. Node “risma” ini yang 
menguhubungkan atau menjadi bridging setiap kelompok jaringan kata dalam wacana.  

 
Gambar 4. Betweennesse Centrality Wacana Gelandangan dan Pengemis (Degree Range 25 – 200) 

(Sumber: hasil olah data) 
 
Node “risma” memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap semua hal yang terjadi dalam 

jejaring teks. Node ini menjadi penghubung antar klaster, sebut saja dalam wacana ini adalah 
klaster dari node “pemulung”, klaster dari node “sosial”, serta klaster dari node “jakarta”. Apabila 
node “risma” dihilangkan atau tidak terdapat di dalam jejaring ini, maka akan menghilangkan 
keterkaitan antar node dari berbagai klaster. Pada gambar 2 terlihat jelas sentralitas node “risma” 
ini yang menjadi penghubung utama dan menjadikan satu kesatuan beberapa jaringan kata. 

 
Tabel 1. Betweennesse Centrality Wacana Gelandangan dan Pengemis (Degree Range 25 – 200) 

id Label Betweenness centrality 
3 risma 0,0711 
12 sosial 0,0279 
9 jakarta 0,0262 
17 tunawisma 0,0221 
106 jalan 0,0154 
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46 pemulung 0,0113 
427 foto 0,0112 
31 balai 0,0094 
15 blusukan 0,0079 
93 kastubi 0,0076 

Sumber: hasil olah data 
 
Dari data betweenness centrality di tabel bisa terlihat gap yang cukup besar antara node 

“risma” dengan nilai 0,0711 dengan node tertinggi kedua yaitu sosial dengan nilai 0,0279. Hal ini 
mengindikasikan semakin sentralnya keberadaan nodes ini. Nilai ini juga mengindikasikan node 
“risma” sebagai yang paling menentukan dalam wacana gelandangan dan pengemis.  

Nodes dalam degree range 25-200 (lihat gambar 2) menyaring lagi nodes dengan sentralitas 
tertinggi, sehingga tersisa 21 nodes paling sentral dalam wacana. Lima klaster utama masih 
memiliki nodes dalam range ini, namun bisa kita lihat bahwa nodes yang berfungsi sebagai 
tandingan dalam wacana ini, yaitu “gubernur” dan “anies” tidak terlihat lagi. Artinya secara 
wacana masih kurang sentral dibanding klaster lainnya.  

Lalu, nodes mengenai “balai” “rehabilitasi” “bekasi” yang menandai penanganan gepeng 
oleh Kementerian Sosial RI, tetap muncul sebagai wacana yang sentral. Hal ini artinya klaster yang 
berisi nodes mengenai Balai Rehabilitasi Sosial di Bekasi juga sangat terkait dan sentral dalam 
wacana ini. Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis (BRSEGP) Pangudi Luhur 
adalah lembaga pelayanan rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis dengan tugas dan fungsi 
menyelesaikan permasalahan gelandangan dan pengemis, sehingga mereka kembali memiliki 
keberfungsian sosial dan berperan untuk diri sendiri dan keluarganya (Murni 2016). 
 
Branding Politics Tri Rismaharini dalam Wacana Gepeng di Jakarta 

Berdasarkan hasil pemetaan klaster pada gambar 3 dan 4 dalam wacana gelandangan dan 
pengemis, ditemukan hal-hal yang sangat berkaitan dengan konsep branding politics. 
Gelandangan dan pengemis merupakan suatu isu yang dapat sangat menyentuh sisi emosional 
atau perasaan masyarakat, karena memperlihatkan sisi kehidupan dari masyarakat yang kurang 
beruntung dari sisi ekonomi dan penghidupan. Dalam wacana ini Risma mencoba menyentuh sisi 
emosional masyarakat dengan melakukan pendekatan dan mencoba memahami masalah yang 
dihadapi oleh pemulung yang ia temui di sekitar Jakarta. Tokoh Kastubi yang digambarkan dengan 
sangat “menyedihkan” merupakan representasi sempurna sosok gelandangan dan pengemis, 
kelompok marjinal yang jarang tersentuh program pemerintah.  

Risma berusaha memperlihatkan symbolic differentiation dibanding dengan tokoh politik 
atau pejabat lainnya di Ibu Kota. Dengan pendekatan yang lugas dan cepat dalam mendatangi para 
gelandangan dan pengemis ini, Risma berusaha menyampaikan bahwa kondisi mereka sudah 
terperhatikan dan akan diberikan solusi secepatnya. Dialog dengan para gelandangan dan 
pengemis pun ia lakukan, sebagai sebuah pembeda bahwa ia merupakan sosok yang tanpa 
batasan dengan golongan masyarakat manapun, sebuah pembeda yang coba diciptakan dan 
ditekankan kepada masyarakat. Risma juga sudah dikenal oleh masyarakat umum sebagai seorang 
mantan kepala daerah yang sangat ceplas-ceplos, asal “terabas” dan terkesan galak, yang 
menempel dengan simbol kultur nya yang berasal dari wilayah Jawa Timur. Simbol ini juga terus 
berupaya diperlihatkan kepada publik, bahwa sosok risma memang sangat melekat dengan hal 
tersebut. Sebuah simbol yang selayaknya dibutuhkan oleh seorang pemimpin yang ada di pusat 
pemerintahan. 



  
 

 
Jurnal IPTEK-KOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi) 
Vol. 26 No. 1, Juni 2024: 79 - 92 

eISSN 2527 - 4902 

 

 

| 89 

Pendekatan simbolik yang digunakan Risma tidak hanya terbatas pada tindakannya yang 
langsung dan tegas, tetapi juga mencerminkan upaya untuk menciptakan citra sebagai pemimpin 
yang merakyat dan tanpa sekat. Dalam konteks politik Indonesia, simbol-simbol seperti ini 
menjadi penting untuk membangun kepercayaan publik dan memperkuat legitimasi kekuasaan. 
Melalui interaksinya dengan masyarakat marjinal, Risma seolah-olah ingin menegaskan bahwa 
dirinya berbeda dari tokoh-tokoh politik lainnya yang sering kali dianggap elitis dan terpisah dari 
realitas rakyat biasa. Dengan demikian, strategi ini juga dapat dilihat sebagai upaya untuk 
mengokohkan posisinya dalam lanskap politik nasional, dengan menggunakan simbol budaya dan 
gaya kepemimpinan yang khas sebagai alat untuk menciptakan resonansi emosional dengan 
konstituen. 

Authencity proxies atau otentisitas juga tercermin dalam wacana gelandangan dan 
pengemis ini, selain melalui simbol-simbol yang sudah melekat dengan atribut seorang Risma, 
dalam wacana ini ia juga memperlihatkan kelihaiannya dalam menangani masalah sosial, baik 
secara kelembagaan maupun kemampuannya sebagai personal. Hal-hal ini yang kemudian 
menjadi perhatian dari berbagai pihak termasuk pihak yang berseberangan secara politis dan 
kebijakan darinya. Dalam wacana ini bisa kita lihat bagaimana Gubernur DKI Jakarta, yaitu Anies 
Baswedan yang merasa terusik dengan pergerakan yang dibuat Risma karena dianggap menyalahi 
tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga memberikan wacana tanggapannya terhadap isu 
gelandangan dan pengemis di wilayah DKI Jakarta.  

Media massa dalam hal ini adalah portal berita daring yang dengan masif memberitakan isu 
ini seperti berfungsi sebagai agen yang memberikan ruang bagi Risma untuk menunjukkan 
karakternya sebagai seorang pajabat publik sekaligus tokoh politik yang berkarakter. Dengan 
narasi-narasi yang sangat menarik dan menyentuh sisi emosional pembaca, mereka berhasil 
menyita perhatian publik pada saat itu dan menjadikan isu gelandangan dan pengemis menjadi 
isu populer serta semakin mempopulerkan Risma.  

 
KESIMPULAN 
 

Dari analisis menggunakan Tekstual Network Analysis (TNA), terdapat lima klaster utama 
dalam wacana Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) pasca Pengangkatan Tri Rismaharini sebagai 
Menteri Sosial RI. Klaster wacana tersebut ditandai dengan nodes “risma”; “sosial”; “pemulung”; 
“Jakarta”; dan “jalan”, Penelitian ini juga mengidentifikasi tingkat sentralitas kata dalam wacana 
gepeng, yang diukur dengan betweeness centrality. “Risma” menjadi node utama yang paling 
sentral dalam wacana ini, yang menunjukkan sentralitas tokoh dan menjadi penghubung semua 
klaster wacana lainnya. Selain node “risma”, betweeness centrality dalam wacana ini adalah node 
“sosial” yang merujuk kelembagaan dan program Kementerian Sosial RI. Balai Rehabilitasi Sosial 
milik Kemensos di Bekasi, yaitu BRSEGP Pangudi Luhur menjadi klaster wacana sentral yang 
berupa solusi permasalahan gepeng.  

Dalam wacana gelandangan dan pengemis ini branding politics dilakukan oleh Risma dengan 
melakukan pendekatan ke kelompok marjinal. Simbol-simbol dan otentisitas Rsima sebagai 
pejabat public sekaligus Tokoh Politik berusaha ditampilkan dalam pemberitan media yang 
dibungkus narasi yang sarat unsur emosional, seperti rasa sedih, kekecewaan, kepasrahan 
terhadap nasib yang dialami gelandangan dan pengemis yang ditemui. Pada akhirnya wacana ini 
dapat menarik perhatian publik dan menjadi perbincangan, serta menjadikan Risma semakin 
popular di kalangan masyarakat, khususnya di DKI Jakarta. 

Artikel ini memberikan kontribusi akademis melalui metode analisis jaringan teks yang dapat 
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digunakan untuk mengidentifikasi arah kebijakan pejabat publik melalui pemberitaan di media 
massa. Di sisi lain, secara praktis analisis jaringan teks dapat memberikan pemahaman yang lebih 
mendalam mengenai upaya pejabat publik dalam melakukan politik pencitraan melalui kebijakan 
yang dikeluarkan. Ke depannya penelitian mengenai kebijakan publik di media massa dapat 
diperluas pada berbagai isu, tidak hanya berfokus pada politik pencitraan pejabat publik akan 
tetapi isi wacana dari kebijakan.  
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